BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil keseluruhan penelitian baik itu dalam BAB I, BABII, BAB III
dan BAB IV, maka dapat disimpulkan :

|. Bahwa deskripsi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang Nafkah Madiyyah
tidak tepat dan tidak benar dengan melandasari pasal 178 ayat 3 HIR dan
Y urisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1017K/Sip/1973 tanggal 11
Pebruari 1975, memutuskan membatalkan.

2. Bahwa Alasan majelis hakim banding membatalkan nafkah madiyah tersebut,
dikarenakan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Nganjuk yang menetapkan nafkah madiyyah sebesar Rp.3.000.000
dengan memperdomanai pasal 41 huruf () Undang-undang No-. 1 Tahun
1974 dengan ex officio tidak tepat dan tidak benar dengan mempedomani
pasal 178 ayat 3 HIR, yang menyatakan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan
putusan atas perkara yang tidak digugat. dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor : 1017K/Sip/1973 tanggal 11 Pebruari 1975. sedangkan
nafkah madiyyah dapat dituntut kapan saja meskipun tidak saat bercerai.

3. Dalam Hukum Islam, menurut Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali bahwa
kewajiban suami terhadap isteri yakni nafkah merupakan kewajiban yang

harus dipenubi, apabila suami tidak memberikan nafkah tersebut maka
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nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dibayar, yang hanya bisa hilang
apabila suami melunasi atau adanya kerelaan dari isteri atas nafkah tersebut.
Jika suami tidak ada di tempat, maka hukumnya sama dengan dia berada di
tempat, kalau suami mempuyai harta yang riil, maka hakim menetapkan
pemberian nafkah bagi isteri dengan membayar dengan harta yang
ditinggalkannya itu. Tetapi bila dia tidak mempunyai harta yang riil, dia

tetap diwajibkan memberikan nafkah dan dihitung sebagai hutang.

B. Saran

1.

Dalam mengambil keputusan, hakim hendaknya memperhatikan hukum
formil dan materiil dalam mempertimbangkan sebuah keputusan dalam
sebuah persidangan agat tidak terjadi kesalahan penasfiran dalam keputusan
tersebut. Selain itu, hukum Islam menjadi patokan penting dalam
mempertimbangkan agar kewajiban yang seharusnya diwajibkan kepada
suami dapat ditegakkan agar hak dari isteri yang seharusnya diberikan tidak
menjadi hutang kemudian harinya.

Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan tata cara berperkara agar
hal-hal yang perlu digugat ketika dalam perkara dapat dimasukkan ke dalam
gugatan atau gugatan balik dari perkara yang diajukan di Pengadilan Agama,
dan hendaknya bagi suami sebelum cerai untuk dapat melaksanakan
kewajibannya baik itu nafkah dan lainnya, agar nanti hal seperti ini tidak

terjadi.



